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ABSTRACTION

Ronny. A. Barito, Fakultashukum, University 17 August 1945, Samarinda Kalimantan East. Account To Sue Contractor Of Damage Building And Its Legal Consequences In Agreement Contract Government Project. [In] guiding by Double Elviyanti [of] Mas, SH, M.Hum and of Dr. H. Abdul Rokhim, SH, M.Hum.

Intention of this research [is] accounting to sue contractor to employer To the result of building in work agreement of contruksi otherwise as according to bestekof[is Solving of dispute if there are to [do] not according to result of building of akiba mistake of contractor sub [party/ side].

An agreement of contract in fact represent a[n agreement by which contractor side and employer  side is binding itself each other to execute an work at the price of is certain. Solving of dispute to the to do not according to result of building with bestek can be [done/conducted] in so many way of like passing konsoliasi, mediasi, body of arbitrase, deliberation and or through justice.

B  A  B  I    

P  E  N  D  A  H  U  L  U  A  N

A. Alasan  pemilihan  Judul

Dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  45,  pemerintah  dewasa  ini  semakin  giat  melaksanakan  pembangunan  disegala  bidang  baik  dibidang  fisik  maupun  pembangunan  non  fisik.

Perkembangan  pembangunan  dibidang  fisik  cukup  pesat  seiring  dengan  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi,  Pembangunan  fisik  berupa  pembangunan  proyek-proyek  sarana  dan prasarana  yang  berwujud  pembangunan,  pelabuhan, jalan  raya,  gedung,  jembatan,  pengairan ,  perumahan,  dan  lain-lain  yang  merupakan  obyek  dari  kontrak  bangunan  yang  membutuhkan  jaminan  kepastian  hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak.

Mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  berdirinya  sarana-sarana  tersebut  sedikit  sekali  terpikirkan  bahwa  didalamnya  banyak  permasalahan  yang perlu  segera  dicari  pemecahannya,  Salah  satu  masalah  yang  cukup  penting  dikemukan  ialah  masalah  hukum,  yaitu  hukum  bangunan  yang  perlu  mendapat  perhatian  yang  serius.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  dunia  kontruksi  atau  dunia  pemborongan  bangunan  berkembang  cepat  dan  selalu  berubah  bentuk,  melakukan  penyesuaian  dari  waktu  ke waktu  dalam  rangka  penanganan  yang  lebih  sesuai  dengan  tingkat  kompleksitas  sasaran  waktu  dan  kualitas  serta  dalam  rangka  peningkatan  efektivitas  di  sekitar  konteks  komersil  ekonomi  dan   cost  effective.

Untuk  menjamin  pelaksanan pembangunan  tersebut,  dibuatlah   ( APBN )  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  yang  merupakan  pedoman  pelaksanaan  pembangunan  setiap  tahunnya, yang  pada  saat  lebih  ditujukan  pada  prasarana  penunjang  ekonomi.  Kontrak  bangunan  dilihat  dari  system  hukum merupakan  salah  satu komponen  dari  hukum  bangunan (Bouwrecht)  dimana  bangunan  disini  mempunyai  arti  luas  yaitu  segala  sesuatu  yang  didirikan  diatas  tanah.  Dengan  demikian hukum  bangunan  ialah  seluruh  perangkat  perundangan  yang  berhubungan  dengan  bangunan  meliputi,  pendirian,  perawatan,  pembongkaran  baik  yang  bersifat  perdata  maupun  public ( administrasi )1
         Dalam  pasal  1601 b KUH perdata,  perjanjian  pemborongan  adalah  perjanjian  dengan  mana  pihak  satu (  si  kontraktor ) mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  suatu  pekerjaan bagi  pihak  lain (  pihak  yang  memborongkan )  dengan  menerima  suatu harga  yang  ditentukan.  Jadi  dalam  perjanjian  pemborongan  hanya  ada  dua  pihak  yang  terikat  yaitu :

Pihak  kesatu  disebut  pihak  yang  memborongkan  atau  prinsipal (Aanbesteder  Bouwheer, Kepala  Kantor,Satuan  Kerja,Pimpinan  proyek)

Pihak  kedua disebut  kontraktor atau  rekanan,  pemborong, Annimer 2 FX  Djumialdi  1999  Perjanjian  pemborongan,  Reneka  Cipta  Jakarta

Selain  kedua  pihak  tersebut  ada  pihak  lain  yang  terkait  dalam  pekerjaan pemborongan  yaitu :

Perencana (arsitek)  yang  melakukan  tugas  perencanaan,parancang,  penaksir  biaya  pemborongan  bangunan.

Pengawas (  Dereksi)  yang  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  pekerjaan  kontraktor,  Disini pengawas  memberi  petunjuk  memborongkan  pekerjaan  dan  memeriksa  bahan-bahan.

Dengan  adanya  perjanjian  pemborongan  antara  pihak pemberi  kerja  dan kontraktor  tersebut,  maka  akan  timbul  hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah pihak, Kewajiban  dari  pemberi  kerja  dalam  perjanjian  pemborongan  bangunan  adalah membayar  jumlah harga  borongan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  kontrak,  dan  harga  bangunan itu  dapat  dibayar  secara bertahap  Kewajiban  dari  si  kontraktor  dalam  perjanjian  pemborongan  bangunan  adalah  melaksanakan  pekerjaan pemborongan  sesuai  dengan kontrak,  rencana  kerja  dan  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan  dalam  bestek,  dan  apabila kontraktor  bangunan  tidak  mengerjakan  bangunan  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan,  maka ia  harus  bertanggunggugat  atas  hasil  pemborongan  bangunan  sebab  perjanjian  pemborongan  bangunan  merupakan  perjanjian  yang  melahirkan  perikatan  untuk  suatu  hasil ( verbintenis verplicing ).

Penyimpangan terhadap  bestek  dalam  perjanjian  kontrak  kerja  bangunan,  bisa  dikarenakan  penggunana  bahan-bahan  material  yang  tidak  sesuai,  sehingga  kualitas  bangunan  yang  didirikan  tidak  sesuai dengan  rencana  kerja  dan  syarat-syarat  dalam bestek,  hal  ini  bisa  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  dan  kontraktor.

Berkaitan  dengan hal  tersebut  diatas  kontrak  kerja  bangunan  dapat  dibedakan  dalam  dua  jenis,  seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  1604  KUH Perdata,  yaitu :

Kontraktor  hanya  melakukan  pekerjaan  saja,  sedangkan bahan-bahan  disediakan  oleh  pemberi  kerja

Kontraktor  melakukan  pekerjaan  dan  juga  menyediakan  atau memberikan  bahan  untuk  pekerjaan  tersebut.

Dari  kedua jenis  kontrak kerja  bangunan  tersebut  diatas,  pada  umumnya  dalam  pekerjaan  pemborongan bangunan pemerintah,  sikontraktor  selain  melakukan  pekerjaan juga  harus  menyediakan  bahan, dan  bahan  yang  disediakan  itu  harus  sesuai  dengan  contoh  yang  terdapat  dalam  bestek,  yang  harus  diperiksa  atau  dinilai  mutunya.

Sering  terjadi  bahwa  dalam  pelaksanaan  pemborongan  bangunan,  kontraktor  menyerahkan  pemborongan  pekerjaan  kepada  kontraktor  lain  yang  merupakan  sub  kontraktor  berdasarkan  perjanjian  khusus  antara  kontraktor  dan  sub  kontraktor,Adanya  sub  kontraktor  demikian  dalam  perjanjian pemborongan  harus  dengan  persetujuan dari  pemberi  jasa (bouwheer )   Karena  pada  dasarnya  perjanjian  dan  sub  kontraktor  adalah  diluar  perjanjian  pemborongan  bangunan  induk  yang  dibuat  antara  pemberi  tugas  dan  kontraktor.

Maka  secata  yuridis  hubungan  hukum  sub  kontraktor  hanya  dengan  pihak  kontraktor  saja,  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  pemborongan  tersendiri,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  kontrak  tersebut,  Sedangkan  hubungan  antara  pemberi  kerja  dengan  kontraktor  dalam  kontrak  pemborongan  merupakan suatu  hubungan  hukum yang  termasuk  dalam  perjanjian  untuk  melakukan perjanjian untuk melakukan  pekerjaan antara  pemberi  kerja  dengan  kontraktor  dalam  kontrak dimana  pihak  pertama menghendaki  suatu  hasil  pekerjaan  yang  disanggupi  oleh  pihak  lawan,  atas  pembayaran  sejumlah  uang  sebagai harga  borongan.
 Ketidak sesuaian  dengan  bestek  atas  hasil  total pelaksanaan  pemborongan  bangunan  yang  dilakukan  oleh  kontraktor  utama  maupun  sub  kontrak  dapat   dinyatakan  wanprestasi.   Dan  konsekunesi  atas  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  kontraktor  utama  dan sub  kontraktor  merupaklan  hal  yang  perlu  diperjelaskan mekanisme  pertanggunggugatannya,  yakni  apakah  sub  kontraktor  bertanggunggugat  sendiri  terhadap  pemberi  kerja  atau  ditanggung  oleh  kontaktor  utama.

Pada  dasarnya  dalam  perjanjian pemborongan,  pekerjaan  yang disubkan  adalah  pekerjaan  borongan  yang  tidak  vital  dan  kalaupun  pekerjaan  itu  di  subkan  kepada  sub  kontraktor  harus  mendapat  persetujuan  dari  pihak  pemberi  kerja.

Dan  hal  ini akan  berakibat,  pada  mekanisme  pertanggung  jawabannya  bahwa  pihak  kontraktor  utama  bertanggunggugat  penuh  atas  hasil  pekerjaan  borongan secara  keseluruhan  baik  yang dilakukan  sendiri  maupun  bagian  pekerjaan  yang  di  subkan  kepada  sub  kontraktor  untuk  di pertanggunggugatkan  kepada  pemberi  kerja,  Karena  pada  dasarnya  pihak  principal  hanya  akan  menuntut  kewajiban  kontraktor  utama  untuk segala  kesalahan yang  terjadi  meskipun  kesalahan  itu dilakukan  oleh  sub  kontraktor,  Demikian  juga  seandainya  dalam  kontrak disebutkan  bahwa  pihak  pemberi  kerja  dapat  berhubungan  atau  mengajukan  klaim  langsung  kepada  sub  kontaraktor.

Berdasarkan  alasan  pemilihan  judul  di atas,  penulis  tertarik  untuk  menulis  masalah  kontrak  pemborongan  bangunan,  dalam  bentuk  skripsi  yang  berjudul    TANGGUNG  GUGAT  KONTRAKTOR  ATAS  BANGUNAN  YANG  RUSAK  DAN  AKIBAT  HUKUMNYA  DALAM  PERJANJIAN  PEMBORONGAN  PROYEK  PEMERINTAH

B. Perumusan  dan  Pembatasan  Masalah

Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  tulisan  skripsi  ini  adalah  sebagai  berikut :

Bagaimana  tanggunggugat  kontraktor  terhadap  pemberi  kerja  atas  hasil  bangunan  dalam  perjanjian  kerja  konstruksi  jika  tidak  sesuai  dengan  bestek ?

Bagaimana  penyelesaian  sengketa  jika  terdapat  ketidak  sesuaian  hasil  bangunan  itu  akibat  dari  kesalahan  pihak sub  kontraktor ?

C. Maksud  dan  tujuan  penelitian

Tujuan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  sebagai  berikut:

Untuk  memperoleh  kepastian  hukum  tentang  tanggunggugat  kontraktor  terhadap  pemberi  kerja  atas  hasil  bangunan  dalam  perjanjian  kerja  kontroksi  milik pemerintah,  jika tidak  sesuai  dengan  bestek

Untuk menguraikan  secara  jelas  tentang  penyelesaian  sngketa  ketidak  sesuaian  hasil  bangunan  itu  akibat  dari  kesalahan  pihak sub  kontrak

D. Metode  penelitian

Untuk  melengkapi  penenlitian  ini,  maka  penulis  menggunakan  metode-metode  sebagai  berikut:

1. Sumber  data

Data  primer

Yaitu  data  yang  diperoleh  dari  penelitian secara  langsung  di  lapangan  terhadap  obyek  yang  dijadikan  bahan  penelitian  guna  mendukung  data  kepustakaan  yang  telah  ada  dan  diperlukan  dalam  pembahasan  ini.

Data  sekunder

Yaitu  data  yang  diperoleh  diperpustakaan  untuk mempelajari  literature  termasuk  karya  ilmiah,  peraturan  per undangan  dan  sumber  tertulis  lain  yang  ada  hubungannya  dengan  perjanjian  pemborongan.

2. Tehnik  pengumpulan  data

        Dalam  rangka  kegiatan  penenlitian  ini  penulis  menggunakan  beberapa  tehnik  pengumpulan  data,  yaitu :

Wawancara

Yaitu  mengadakan  Tanya  jawab  secara  langsung dengan  aparat  terkait,  khususnya  dengan  pimpinan  proyek  pememrintah  dan  responden  yang  terkait  lainnya.

Tehnik  dokumentasi

Yaitu  tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  mencatat  atau  merangkum  data  tertulis  yang ada  di lokasi  penelitian

3. Analisa  Data

           Setelah  mendapatkan  data  kepustakaan  maupun  data  penelitian  di  lapangan,  maka  data-data  tersebut  diolah dan  diuraikan  secara  deskritif  analisis,  yaitu  dengan  menggambarkan  keadaan  di  lapangan,  kemudian  dianalisa  dan  dicari  solusinya,  melalui  norma-norma  hukum  hingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan.

E. Sistematika  penulisan

Adapun  sistematika  penulisan  skripsi  ini  adalah sebagai  berikut:

Bab  I  Pendahuluan

Bab  ini  merupakan  bab  pendahuluan  yang  berisikan,  Alasan  pemilihan  judul,  Perumusan  dan  pembatasan masalah,  Maksud  dan tujuan  penelitian,  Metode  penelitian  dan  Sistematika  Penulisan.

Bab  II   Kerangak  teoritis

Dalam  bab  ini  akan  diuraikan :

Perjanjian  pemborongan  pada  umunya

Pengertian  perjanjian  pemborongan

Bentuk  dan  jenis  perjanjian  pemborongan

Isi  perjanjian  pemborongan  bangunan

Peserta  dalam  perjanjian  pemborongan  bangunan

Bab  III  Hasil  penelitian  dan  pembahasan

Bab  ini  akan menguraikan:

Tanggung gugat  kontraktor  terhadap  pemberi  kerja 

Atas  hasil  bangunan  dalam  perjanjian  kerja  kontruksi jika  tidak  sesuai  dengan  bestek 

Penyelesaian  sengketa  jika  terdapat  ketidak  sesuaian  hasil  bangunan  akibat  kesalahan  pihak  sub  kontraktor

Bab  IV   Penutup

Bab  ini  berisikan :

Kesimpulan

Saran-saran

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Perjanjian Pemborongan

KUH Perdata Vide pasal 1601 b memberi arti kepada perjanjian pemborongan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak kedua, yaitu kontraktor mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi kerja (bouwheer), dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. Dari definisi yang diberikan oleh KUH Perdata tersebut terlihat bahwa Undang-undang secara keliru memandang perjanjian pemborongan sebagai suatu jenis perjanjian unilateral, dimana seolah-olah hanya pihak kontraktor yang mengikatkan diri dan harus berprestasi, padahal dalam perkembangan saat ini, baik pihak kontraktor maupun pihak pemberi kerja saling mengingatkan diri dengan hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai suatu hasil. Jadi sebenarnya perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik (bilateral) yang bermaksud pencapaian suatu hasil (resultaatverplichting).

Munir Fuady, memberikan defenisi perjanjian pemborongan adalah

merupakan perjanjian antara pihak pemborong (kontraktor) dengan pihak pemberi tugas, dimana pihak pemborong berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak pemberi tugas berkewajiban membayar harga kontrak yang disepakati.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pemborongan bangunan memiliki beberapa karakteristik(unsur) yaitu:

a. Merupakan suatu perjanjian

b. Menyelenggarakan suatu pekerjaan

c. Untuk kepentingan pihak lain

d. Menerima harga yang telah ditentukan

Adapaun harga dari pekerjaan pemborongan dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut:

1) Harga borongan ditentukan secara keseluruhan, artinya bahwa perhitungan harga dihitung dari persiapan pelaksanaan pekerjaan sampai pekerjaan tersebut selesai dan diserahkan kepada pemberi kerja. Pembayarannya dilakukan secara langsung terhadap harga yang telah ditentukan.

2) Harga borongan ditentukan secara bagian per bagian, artinya bahwa perhitungan harga borongan tersebut dilakukan dengan membagi seluruh pekerjaan menjadi beberapa bagian, dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai dalam beberapa persen sesuai perjanjian.

Perjanjian kerja adalah persetujuan antara buruh dengan majikan, persetujuan mana ditandai dengan ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dan majikan yaitu hubungan berdasarkan perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak lainnya (buruh).

Dan perjanjian pemborongan bangunan adalah suatu perjanjian antara seorang atau pihak pemberi dengan orang lain atau kontraktor dimana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai harga borongan.

B. Bentuk dan Jenis Perjanjian Pemborongan Bangunan

Perjanjian pemborongan bangunan pada dasarnya dibuat dalam bentuk tertulis, karena selain berguna bagi kepentingan pembuktian juga dengan pengertian bahwa perjanjian pemborongan bangunan tergolong perjanjian yang mengandung resiko bahaya, yang menyangkut keselamatan umum dan tata tertib bangunan. Oleh karena itu biasanya perjanjian pemborongan bangunan juga dibuat dalam bentuk standar, yaitu didasarkan pada berlakunya peraturan standar menyangkut segi yuridis dan teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak.

Perjanjian pemborongan bersifat konsensuil, artinya perjanjian pemborongan lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai suatu karya dan harga borongan/kontrak.

Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya.

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (vormvrij) artinya perjanjian pemborongan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Dalam prakteknya, apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan kecil, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan dengan biaya agak besar maupun besar, perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik (akta notaris).

Ditinjau dari segi pelaksanaan kerja, menurut pasal 1604 KUH Perdata, perjanjian pemborongan bangunan dibedakan dalam dua jenis. Yaitu:

a. Kontraktor hanya melakukan pekerjaan, sedangkan bahan-bahannya disediakan oleh pemberi kerja;

b. Kontraktor melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahan-bahan bangunan.

Menurut cara terjadinya, perjanjian pemborongan bangunan dapat dibedakan atas:

1) Perjanjian pemborongan bangunan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan.

2) Perjanjian pemborongan atas dasar penunjukan;

3) Perjanjian pemborongan bangunan yang diperoleh sebagai hasil perudingan antar si pemberi tugas dengan kontraktor.

C. Isi Perjanjian Bangunan

isi perjanjian pemborongan bangunan pada umumnya memuat secara terperinci mengenai:

1. Luasnya pekerjaan yang harus dilaksanakan dan memuat uraian tentang pekerjaan dan syarat-syarat pekerjaan yang disertai dengan gambar (bestek) dilengkapi dengan uraian tentang bahan material, alat-alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

2. Penentuan tentang harga pemborongan.

3. Mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa.

4. Mengenai sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi.

5. Tentang resiko dalam hal terjadi Overmacht.

6. Penyelesaian jika terjadi perselisihan.

7. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan.

Selanjutnya dalam perjanjian pemborongan bangunan tersebut juga harus ditunjuk mengenai berlakunya peraturan standar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pekerjaannya.

D. Peserta dalam Perjanjian Pemborongan

Dalam proses pemborongan bangunan sebenarnya banyak pihak yang terlibat di dalamnya, sungguhpun biasanya yang menjadi para pihak utama yaitu pihak yang menandatangani kontrak pemborongan yaitu pihak yang kangusng terikat dalam perjanjian pemborongan (pemberi kerja dan kontraktor), masih terdapat peserta perjanjian yang tidak merupakan pihak dalam perjanjian pemborongan namun mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu arsitek yang bertindak selaku perencana atau pengawas. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah:

1. Pemberi Tugas (Bouwheer)

Pemberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi pemerintah ataupun swasta. Si pemberi tugaslah yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Dalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjajian kerja.

Adapun hubungan antara pemberi tugas dengan perencana jika pemberi tugas adalah pemerintah dan perencana juga dari pemerintah maka terdapat hubungan kedinasan. Jika pemberi tugas dari pemerintah dan atau swasta, perencana adalah pihak swasta yang bertindak sebagai penasihat pemberi tugas, maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tunggal.

Sedangkan apabila pemberi tugas dari pemerintah atau swasta dengan perencana dari phak swasta yang bertindak sebagai wakil pemberi tugas (sebagai direksi) maka hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792-1819 KUH Perdata).

2. Pemborong (kontraktor)

Pemborong adalah perseorangan atau badan hukum, swasta maupun pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan sesuai dengan bestek.

Penunjukan sebagai pelaksana bangunan oleh pemberi tugas dapat terjadi karena pemborong menang dalam pelelangan atau memang ditetapkan sebagai pelaksana oleh pemberi tugas. Dalam perjanjian pemborongan, pemborong dimungkinkan menyerahkan sebagian pekerjaan tersebut kepada pemborong lain yang merupakan subkontraktor berdasarkan perjanjian khusus.

3. Perencana (arsitek)

Arsitek adalah perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan keahliannya mengerjakan perencanaan, pengawasan, penaksiran harga bangunan, memberi nasehat, persiapan dan melaksanakan proyek dibidang teknik pembangunan untuk pemberi tugas.

4. Pengawas (Direksi)

Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pemborong. Disini pengawas memberi petunjuk-petunjuk memborongkan pekerjaan,

memeriksa bahan-bahan, waktu pembangunan berlangsung dan akhirnya membuat penilaian opname dari pekerjaan. Selain itu, pada waktu pelelangan yaitu: mengadakan pengumuman pelelangan yaitu: Mengadakan pengumuman

pelelangan yang akan dilaksanakan, memberikan penjelasan mengenai RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) untuk pemborongan-pemborongan/pembelian dan membuat berita acara penjelasan, melaksanakan pembukuan surat penawaran, mengadakan penilaian dan menetapan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan sebagainya.

Fungsi mewakili yang terbanyak dari direksi adalah pada fase pelaksana pekerjaan dimana direksi bertindak sebagai pengawas terhadap pekerjaan pemborong. Jadi kewenangan mewakili dari direksi ini ada selama tidak ditentukan sebaliknya oleh pemberi tugas secara tertulis dalam perjanjian yang bersangkutan bahwa dalam hal-hal tertentu hanya pemberi tugas yang berwenang menangani.

E. Perjanjian Pemborongan Bangunan Proyek-Proyek Pemerintah

Dalam proses pemborongan bangunan milik pemerintah ada aturan penggolongan mengenai penyelenggaraan yang berupa tahapan perjanjian pemborongan. Adapun tahapan-tahapan dalam perjanjian pemborongan adalah sebagai berikut:

1. Fase pre contractual, merupakan fase penyaringan kontraktor dalam prakualifikasi hingga pelaksanaan tender;

2. Fase contractual, yaitu fase dirumuskannya isi perjanjian yang menentukan hak dan kewajiban para pihak dan perjanjian ini sebagai pegangan untuk melaksanakan perjanjian pemborongan tersebut;

3. Fase post contractual, merupakan fase pelaksanaan pemborongan bangunan dan tahap ini biasanya menyertakan pihak lain yaitu terlibatnya pengawas(direksi) dan perencana(arsitek).

Berkaitan dengan tahapan-tahapan tersebut di atas, dalam praktek bahwa proses terjadinya pemborongan bangunan dapat dilakukan melalui pelelangan, dimulai sejak adanya pemberitahuan/pengumuman sampai dengan pelulusan dari pelelangan.

Pengumuman tentang adanya pelelangan umum, pelelangan terbatas memuat petunjuk-petunjuk dimana bestek harus diambil, dimana penjelasan tentang pekerjaan akan disampaikan, yang memungkinkan adanya penambahan ataupun perubahan terhadap bestek yang telah disusun, dimana tempat lokasi proyek/pekerjaan, dimana tempat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran, dimana dan kapan saat pelelangan akan diadakan.

Sebelum ditentukan kontraktor mana yang dipilih untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah terlebih dahulu haruslah dilakukan prakualifikasi terhadap calon-calon kontraktor yang ada. Kegiatan prakualifikasi kontraktor dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbentuk badan hukum dimana mereka mempunyai usaha pokok berupa pelaksanaan pekerjaan pemborongan, konsultasi, dan pengadaan barang/jasa lainnya. Prakualifikasi diselenggarakan oleh suatu panitia yang di daerah dikepalai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Berdasarkan Keppres No. 16/ 1994 lampiran I mengenai pengadaan barang dan jasa telah ada ketentuan mengenai syarat-syarat peserta pelelangan, yaitu:

1. Adanya neraca perusahaan terakhir, daftar susnan pemilik modal, susunan pengurus dan akta pendirian.

2. Memiliki izin usaha dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan diserahkan.

3. Cukup pengalaman.

4. Memiliki peralatan yang diperlukan.

5. Memiliki Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

6. Mempunyai alamat yang sah, jelas dan nyata.

7. Beranda dalam keadaan mampu dan tidak dinyatakan pailit.

8. Mempunyai referensi tidak berstatus pegawai negeri.

Menurut teori penyaringan kontraktor terdiri atas:

1. Kulifikasi yaitu penyaringan kontraktor menurut kemampuannya mulai dari yang kuat, sedang dan kurang dalam jangka waktu panjang misalnya selama 5(lima) tahun.

2. Prakualifikasi yaitu penyaringan kontraktor menurut kemampuannya dalam jangka waktu pendek yaitu kurang dari 5(lima) tahun.

3. Klasifikasi terhadap kontraktor yaitu penyaringan kontraktor menurut spesialisasinya.

Kegiatan kualifikasi adalah kegiatan penilaian serta penggolongan kontraktor menurut tingkat kemampuan dasarnya pada setiap bidang dan sub bidang pekerjaan. Kemampuan dasar adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Penilaian dan penggolongan kontraktor menurut tingkat kemampuan dasarnya dilakukan dengan mengingat:

1. Pekerjaan yang mampu diselesaikan dengan baik oleh kontraktor tersebut dalam waktu yang ditetapkan.

2. Kemampuan peralatan, tenaga dan penguasaan teknologi yang dibutuhkan oleh proyek dan dimiliki oleh perusahaan.

Cara memilih pihak kontraktor dapat dilakukan melalui:

1. Pelelangan Umum

Metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan pada papan pengumuman resmi Kantor Pusat dan/atau Unit Bisnis sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pada prinsipnya, semua pengadaan barang dan jasa agar diusahakan melalui metoda pelelangan umum dengan tujuan supaya terjadi pelelangan yang kompetitif, sehingga diharapkan akan diperoleh harga barang dan/atau jasa yang paling menguntungkan bagi Perusahaan.

Pengadaan dengan metoda ini tidak dilakukan negosiasi harga, kecuali klarifikasi data (bila diperlukan), tanpa merubah substansi dari penawaran. Pelelangan umum dapat dilakukan dengan Prakualifikasi atau Pascakualifikasi.

2. Pelelangan Terbatas

Metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang dan Jasa yang sudah tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan pada papan pengumuman resmi Kantor Pusat dan/atau Unit Bisnis. Metoda pelelangan terbatas dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa yang komplek (lingkup tugasnya termasuk pekerjaan enjiniring dan/atau menggunakan teknologi tinggi dan/atau mengandung risiko tinggi) serta dinilai cukup banyak Penyedia Barang dan Jasa yang tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Meskipun demikian Panitia wajib melakukan penilaian ulang terhadap kualifikasi para peserta pelelangan. Pengadaaan Barang clan Jasa dengan metoda ini tidak dilakukan negosiasi harga.

3. Pemilihan Langsung

Metode pengadaan barang dan jasa yang dilakukan apabila metoda pelelangan umum dan pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi waktu dan biaya pelelangan atau apabila barang dan jasanya bersifat spesifik dan bernilai setinggi tingginya Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah), yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan jasa yang jumlahnya terbatas sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang dan Jasa.

Pelaksanaannya dengan cara mengirim undangan secara langsung kepada sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang dan Jasa yang sudah tercatat dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

4. Penunjukan Langsung

Pengadaan barang dan jasa dengan cara mengundang atau menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa diutamakan dari dalam Daftar Penyedia barang dan Jasa Perusahaan yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan metoda penunjukan langsung ini harus dilakukan klarifikasi (bila diperlukan) serta negosiasi baik teknis maupun harga dalam upaya mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar,menguntungkan perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa, diutamakan dari dalam Daftar Penyedia Barang dan Jasa Perusahaan, yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

6. Pembelian Langsung

Pengadaan barang dan jasa yang bersifat rutin untuk mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari yang bernilai sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara membeli barang/jasa yang dibutuhkan secara langsung dari Penyedia Barang dan Jasa yang sesuai. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan oleh Pejabat

Pengadaan (tidak perlu dibentuk Panitia). Untuk pembelian barang-barang tertentu, Pejabat Pengadaan agar mengupayakan adanya data pembanding sebelum mengambil keputusan barang yang akan dibeli.

Untuk pengadaan barang yang harus masuk gudang dilakukan dengan menggunakan SPK/SPB/DO, sedang yang langsung digunakan cukup dengan bukti pembayaran.

7. Penunjukan Ulang (Repeat Order)

Metode pengadaan barang dan jasa yang bernilai setinggitingginya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan cara penunjukan langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa yang telah melaksanakan pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa yang sama sebelumnya.

8. Pengadaan Barang berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Kontrak Payung hanya dapat dilakukan oleh Kantor Pusat, berisi kesepakatan harga barang, perkiraan jumlah kebutuhan dan masa berlakunya antara Pemberi Kerja dan Penyedia Barang dan Jasa tertentu. PKS (Kontrak Payung) dapat berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih dan hanya untuk barang yang spesifik (tidak dapat diganti dengan barang lain) atau yang kebutuhannya rutin.

BAB  III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Tanggunggugat Kontraktor Terhadap Pemberi Kerja Atas Hasil Bangunan Dalam Perjanjian Kerja Konstruksi Jika Tidak Sesuai Dengan Bestek

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, kegiatan pemborongan bangunan melewati beberapa fase, yaitu fase pre contractual, fase contractual dan fase post contractual. Fase yang berkaitan dengan hasil bangunan adalah fase post contractual karena pada fase inilah suatu pemborongan bangunan yang telah diperjanjikan mulai dilaksanakan. Kedua fase yang lain merupakan fase penyaringan kontraktor/pemborong dan perumusan isi perjanjian. Karena suatu pemborongan bangunan selalu didasarkan pada perjanjian yang terikat untuk suatu hasil, maka ada alasan logis bahwa kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut harus bertanggunggugat atas hasil pekerjaannya.

Pengukuran tanggunggugat atas hasil bangunan dalam suatu pemborongan bangunan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yuridis pemborongan dan konstruksi sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata. Prinsip-prinsip yuridis tersebut antara lain adalah prinsip ekstensi hubungan kontraktual dan prinsip korelasi antara tanggung jawab para pihak dengan kesalahan dan penyediaan bahan bangunan. Yang dimaksud dengan prinsip ekstensi hubungan kontraktal adalah suatu prinsip yuridis yang mengatur kedudukan hukum para pihak secara kontraktual dalam pemborongan bangunan. Sedangkan prinsip korelasi antara tanggung jawab para pihak dengan kesalahan dan penyediaan bahan bangunan merupakan suatu prinsip yuridis yang mengatakan bahwa tanggungjawab masing-masing pihak disangkutkan dengan kesalahan para pihak dan pihak mana yang menyediakan bahan bangunan.

Hak-hak kontraktor sesuai dengan kontrak pemborongan proyek dengan Pemerintah Samarinda, adalah:

1. Menerima sejumlah harga dari pekerjaan yang sudah diselesaikan berdasarkan tahap-tahap pembayaran yang telah diperjanjikan (pasal 9).

2. Meminta perpanjangan waktu penyelesaian proyek bangunan bila terjadi keadaan memaksa/ force majeure (pasal 17).

3. Meminta penambahan harga borongan bila terjadi penambahan pekerjaan atas perintah pemberi kerja secara tertulis (pasal 12).

Sedangkan kewajiban-kewajiban kontraktor sesuai kontrak perjanjian tersebut adalah:

1. Menyerahkan jaminan berupa Bank Garansi kepada pemberi kerja (pasal 15).

2. Menyelesaikan seluruh pekerjaan untuk diserahkan kepada pemberi kerja dalam keadaaan baik dalam jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan (pasal 7 ayat 2).

3. Melakukan pemeliharaan atas hasil kerjanya (pasal 7 ayat 3).

4. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang asuransi tenaga kerja (pasal 11 ayat 1).

5. Menyediakan fasilitas penyimpanan bahan dan alat-alat kerja serta menagdakan penjagaan yang cukup guna mencegah kerusakan, pencurian maupun kehilangan (pasal 11 ayat 3).

6. Menyediakan semua peralatan dan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya (pasal 15 ayat 1).

7. Mengutamakan penggunaan peralatan dan bahan produksi dalam negeri yang memenuhi standar yang telah ditentukan (pasal 15 ayat 2).

8. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan, membuat foto proyek tentang pelaksanaan pekerjaan untuk dokumentasi yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan, yaitu kondisi sebelum, sedang dan sesudah dikerjakan untuk menunjukan gambaran nyata dari bagian maupun keseluruhan pelaksanaan pekerjaan (pasal 20).

Dalam hubungan dengan tanggunggugat kontraktor terhadap pemberi kerja atas hasil bangunan yang tidak sesuai dengan bestek, kedua faktor di atas membewa konsekuensi yang berbeda dalam pertanggunggugatan kontraktor. Oleh karena itu berikut akan dijelaskan kedua faktor tersebut beserta pertanggunggugatan kontraktor untuk masing-masing faktor tersebut.

1. Wanprestasi

Wanprestasi (default atau non fulfillment), ataupun yang disebutkan juga dengan istilah (breach of contract) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Lebih lanjut menurut Subekti, wanprestasi tersebut dapat berupa tidak memenuhi kewajiban, memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam keadaan tersebut maka berlaku ketentuan-ketentuan seperti kemungkinan pemutusan perjanjian, mengganti kerugian atau memenuhi prestasi (sesuatu yang dapat dituntut pelaksanaan/pemenuhannya dari salah satu pihak dalam perjanjian).

Dalam pelaksanaan pemborongan bangunan proyek Pemerintah Kota Samarinda, apabila kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ataupun terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan , maka pihak kontraktor dikenakan sanksi berupa pembayaran denda.

Selain itu apabila hasil bangunan tersebut tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) atau bestek dan spesifikasi teknis maka berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara intern, dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pihak kontraktor ditegur agar memperbaiki  hasil pekerjaannya yang tidak sesuai dengan bestek tersebut.

b. Jika teguran tersebut belum dihiraukan maka dibuatlah surat teguran dari pimpinan proyek (pimpro), dan untuk sementara pelaksanaan pekerjaan itu dihentikan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.

c. Apabila dengan teguran tertulis tersebut pihak kontraktor masih belum bersedia memperbaiki hasil pekerjaannya, maka diadakan pergantian kontraktor dengan kontrak yang asma.

2. Faktor Force Majeure/Overmacht
Dalam pertanggunggugatan atas ketidak sesuaian hasil bangunan dengan bestek. Kontraktor dapat mengajukan pembelaan bahwa tidak terlaksananya apa yang telah diperjanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga seperti:

a. Bencana alam (yang dinyatakan oleh pemerintah setempat) yaitu gempa bumi, angin topan, tanah longsor, kebakaran.

b. Peperangan/pemberontakan.

c. Peraturan pemerintah di bidang moneter yang pelaksanaannya sesuai keputusan pemerintah.

Seluruh ketentuan mengenai tanggunggugat kontraktor berkaitan dengan force majure ini sudah diatur dalam kontrak perjanjian.

Dalam kontrak perjanjian disebutkan apabila terjadi keadaan memaksa, maka kontraktor dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

B. Penyelesaian Sengketa Jika Terdapat Ketidaksesuaian Hasil Bangunan Akibat Kesalahan Pihak Sub Kontraktor

Yang dimaksud dengan sub kontraktor adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh kontraktor utama untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi dilihat dari aspek yuridis, hubungan tidak langsung karena tidak terikat secara kontraktual. Sedangkan antara sub kontraktor dengan kontraktor utama terdapat suatu hubungan hukum yang didasarkan pada suatu perjanjian khusus, di luar perjanjian pemborongan bangunan induk antara kontraktor utama dengan pemberi kerja.

Karena berada di luar perjanjian induk, maka kontraktor utamalah yang harus bertanggunggugat atas tindakan/ hasil pekerjaan sub kontraktor kepada pemberi kerja. Demikian halnya sub kontraktor bertanggunggugat kepada kontraktor utama, bukan kepada pihak pemberi kerja. Konsekuensi lainnya adalah, sub kontraktor hanya dapat menerima pembayaran dari kontraktor utama.

Dalam kontrak proyek Pemerintah Kota Samarinda hampir tidak pernah disinggung tentang sub kontraktor. Hanya dalam kontrak perjanjian tersebut menyatakan bahwa apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentua dalam dokumen kontrak, maka pemberi kerja dapat menunda pembayaran sebagian pekerjaan yang disubkontrakkan yang mana sebagian pekerjaan yang disubkontrakkan itu tidak melalui persetujuan pihak pemberi kerja. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemilihan sub kontraktor oleh kontraktor utama harus dengan persetujuan pemberi kerja.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakan cara penyelesaian sengketa atas hasil bangunan yang tidak sesuai dengan bestek yang diakibatkan oleh kesalahan sub kontraktor. Hal ini menarik untuk dikaji apabila kita mengingat hubungan hukum antara sub kontraktor dengan pemberi kerja seperti di atas. Tetapi sebelum menjawab permasalahan ini kita harus mellihat terlebih dahilu jenis-jeis sengketa yang terjadi dalam suatu pemborongan bangunan.

Adapun sengketa-sengketa tersebut dapat digolongkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: sengketa segi teknis, sengketa segi administrasi, sengketa segi hukum, dan sengketa gabungan antara segi teknis, administratif serta hukum.

Dalam kenyataannya sengketa yang timbul tidak melulu masalah teknis, administratif ataupun hukum saja, melainkan merupakan perpaduan dari masing-masing segi tersebut. Cara penyelesaiannya pun dapat bermacam-macam tergantung dari luas dan beratnya permasalahan.

Sebenarnya pada saat pembuatan kontrak pemborongan bangunan, kedua belah pihak telah mengatur cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pemborongan. Cara penyelesaian sengketa/perselisihan tersebut sudah dicantumkan dalam suatu pasal tersendiri dalam kontrak perjanjian.

Berdasarkan kontrak perjanjian tersebut tampak bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka diutamakan cara penyelasaiannya melalui musyawarah. Tetapi apabila secara musyawarah tidak terjadi kata sepakat maka sengketa tersebut diselesaikan melalui panitia arbitrase, yang mana jika dalam waktu 30 hari masalah tersebut belum bisa diselesaikan maka kedua belah pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Samarinda.

Jadi sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa akibat ketidaksesuaian hasil bangunan yang dilakukan sub kontraktor, maka menjadi tanggunggugat kontraktor untuk menempuh cara penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata. Namun untuk daerah Kota Samarinda, belum pernah terjadi penyelesaian sengketa di atas baik malalui badan Arbitrase maupun lewat pengadilan. Cara penyelesaian yang ditempuh biasanya dengan jalan musyawarah. Penyelesaian dengan jalan musyawarah ini dilakukan menginagt adanya beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menghemat biaya, karena cara penyelesaian melalui badan Arbitrase maupun penagdilan membutuhkan biaya yang relatif lebih banyak.

2. Untuk menghemat waktu, dimana cara penyelesaian melalui musyawarah dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

3. Untuk menjaga nama baik masing-masing pihak di mata umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Suatu perjanjian pemborongan sebenarnya merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak kontraktor dan pihak pemberi kerja saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan harga tertentu. Karena sifatnya yang timbal balik tersebut dan terikat untuk suatu hasil maka alasan logis bahwa kedua belah pihak dituntut tanggunggugatnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

2. Dalam pelaksanaannya suatu pemborongan bangunan melibatkan banyak pihak. Karena masing-masiang pihak berbeda dalam hal tanggunggugatnya, maka harus dibedakan antara pihak yang terikat secara kontraktual dengan pihak yang terkait dalam pemborongan tersebut. Hanya ada dua pihak yang terikat secara kontraktual yaitu pemberi kerja dan kontraktor.

3. Dalam praktek perjanjian pemborongan bangunan proyek milik pemerintah di Kota Samarinda biasanya kontraktor selain mengerjakan pekerjaan tersebut juga harus menyediakan bahan bangunan dan peralatannya. Karena itu kontraktor dituntut tanggunggugatnya secara penuh baik atas bahan maupun ketidak sesuaian hasil pekerjaannya. Dalam proyek pemerintah Kota Samarinda juga dituntut tanggunggugatnya atas ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan bestek akibat kesalahan sub kontraktor. Hal ini disebabkan oleh karena tidak diaturnya hubungan antara sub kontraktor dengan pemberi kerja dalam perjanjian induk.

4. Penyelesaian sengketa atas ketidaksesuaian hasil bangunan dengan bestek dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti melalui konsoliasi, mediasi, badan arbitrase, musyawarah ataupun melalui pengadilan.

B. Saran-saran

1. Perkembangan dunia konstruksi yang begitu pesat dan selalu mengadakan penyesuaian dari waktu belum diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kompleksitas dunia konstruksi tersebut. Karena itu perlu disusun peraturan perundang-undangan yang baru beserta peraturan pelaksanaannya yang lebih sesuai dengan tingkat kompleksitas dunia konstruksi dewasa ini.

2. Pemerintah diharapkan untuk meninjau kembali isi perjanjian pemborongan bangunan yang ada sekarang, yang merupakan perjanjian standar dan masih berpedoman pada ketentuan AV tahun 1941, agar lebih dilengkapi/disesuaikan dengan tuntutan zaman.

3. Menurut ketentuan pasal 21 ayat (13) Keppres No. 24 Tahun 1995, apabila timbul wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja, pemborong tidak dapat meminta ganti rugi. Ketentuan ini sangat menyudutkan pihak kontraktor dan pemberi perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pihak pemberi kerja. Karena itu ketentuan yang merupakan produk hukum orde baru ini sudah seharusnya diubah dengan ketentuan yang lebih mencerminkan sifat perjanjian pemborongan yang sederajat.

4. Agar pelaksanaan perjanjian pemborongan ini tidak menimbulkan kerugian, baik yang menimpa salah satu pihak maupun keselamatan masyarakat pada umumnya, maka hendaknya kedua belah pihak sedapat mungkin melaksanakan kewajibannya dengan baik dan dapat bekerja sama seoptimal mungkin.
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